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ABSTRAK

Pengangkatan anak secars formal pada tmulimya hanya dapat dilakoukan di
Pengadilan Negeri. Namun setelah diundangkansya UU No. 3 Tahon 26
tentang perubahan Undang-vodang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilun A,
memberikan Kewenangan baru bagi Penpadilan Acama dalarn memberikan
penetapan pengangkalan anak. Permasalafian vang dibahas dalam skripsi ind
adalah mengenai fiktor penvebab pengangkatan Analk ancar orang yang bemguma
[slam masih dilakukan -.{i !*-:nga-:liﬂ:n Nezeri Pekanbaruy, tujuan, pelaksanaan. dan
akibat hukum penpanghkatan anak vang dilakukan baik pada Penpadilan Meger
maupun pada Pen 1;=r:|iﬁ=m Agama Pekanbaru.
Perganghkatan anak menurnt hukum perdatn menegunakan Fukum Terapn
ada hukum barst‘Belanda,  dengan menjudikan anak angkar sehagai anak
Enndung arany lud angRat, Hal seperti ini dilarang oleh zeams [=lim, vang secara
legas dimuat dalam surat Al-Ahzab ayar 4,

' Metoue penelitian vang disunakan adalah soud; perbandingan Bukum vang
hersifal yuridis sosiologis’ dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri dan
Pengacilan Agama Pekanbarn, Teknik vang iigunakan adalah wawsnearn dan
stuchi dekumen, kemudian data vang lerkumpul diedil sesuai kebutuhan penelitian,

Pengangkatan anak amara orane ving beragama Islam hingyga Eiui niasib
dilskukan di Pengadilan MNegeri Pekanbaru Karens faklor masih aia vanp belum
mengetahui penpangkatan anak, dapat dilakukan d; Pengadilan Apama Pekanharm.
keingioan  memperoleh akibat hukom dai penetapan penganskatin  anak
Pengadilan Negeri Pekanbaru, serla miasik berwenangiya Penpadilan Negeri
Pekanbary menetapkan penganskatan anak bagi muslin dan nen-muslim, Tujuan
pengangkatan avak pada Pengadilan Negerl Pekanlbar dengan maksud memiliki
anak, menjamin masa depan anak, keinginan memiliki anak  berbeds jenis
kelamin. anak sebagai pewaris, serta menoleng di la . tdak kesemua tijuan
tersebul juga sebapai 1ujuan penmangkatan anak  pada Pengadilan Agama
Pekanbarc. Anak sebagai pewaris tidak diberarkan dalam [slam sebagai hukun
lerapan i Pendalian Agama Pekanhary, Pelaksanaan pengangkatan anak di dua
lembaga peradilan ini mengacu pucla ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun
1983  tentang  Penyempurmasn® SEMA  Nomar 2 Talun 1979 tenang
Penvempumaar  Pemeriksaan  Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.
dengan - perbedaan  pada ketentuan agimia  (Pengadilan Negeri Pekanbaru
mengutamakan seiman dan Pengadilan Apama Pekaphary para pihak harus
beragama Islam), jumlah hakim ( Pengadilan Negeri Fekanbaru hanva salu o
fakim dan Pengadilan Agama Fekanbaru tiga arang hakim), dan zubsians
penetapan Pengadilan Neperi Pekanbary himya menyebutkan siatus anak apeks
disamakan  statusnva dengan  anak kandung  sedunghkan  dalam enelapan
Pengadilan Azama Pekanbary dipaparkan secara jelas hok dan kewajilan orang
tua anpkat terhadap anak angkal Akibat bukum pengangkatan anak  pada
Penpadilan Negeri Pekanbaru, kedudukan anak  anokar sama dengan  anak
kandung dengan Hdak memutuskan bubungan darah anak anpkat cengan orang
xandungnya, Pengangkatan anak melaluj Pengadilan Agama Pekanbarg fuga fidak
mengakibatkan putusnya hubungan dasah anarn anak anpkal dengan orang s
kamdungnya tetapi hanya berupa peralihan mggung jawal arang toa kandung
Repada orang tus angkat tanpa mersbal status anak anekar menjadi anak kandung.
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Teadisi memelihara oo mengasuh anak saudare dekat aiau j1auh atan
amak orang lain, biasanva dialihkan dari orany lwanyva yang tidak maepe. Hul
i sudah sering dilakukan di Indonesiy dengan herhagai sebutan, Ada vang
menyebut dengan istilah anak angkat. anak adopsi. waupun ansk asuls
Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti vang berlaku dalam tradisi
Barat. status anak angkat disamakan dengan anak kandung vang nantinva akan
memperaleh hak dan kewajiban yang sama seperti anak kKandung. Hal
demikian tidak dibenarkan, menurul hukum 1slam vang dianul oleh mavoritas
bangsa [Indonesia,

‘ada mulanya penpangkatan anak secara formal ind hanva  dapat
dilakukan aleh Pengadilan Negeri. Baik pengangkatan anak antar WNIL
pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat W, maupun pengangkatan
anak  WNL oleh orang e angkat WNA, Pengadilan - Negerilah  vang
berwenang memberikan pengesahan terhadap permahonan penganskatan anak

berupa putusan atau penctapan,

Dialam rangka reformasi hukum dan memenuhi kebatiban masyarakat
pembuat Undang-undang Republik Indonesia menyher peluang penganskatim
anak berdasarkan  hukum lstam melalisi Pengudilan Apama,  menginea

mayoritas penduduk Indonesia berasama Islam, Puysal 49 Undang-nndang



Namar 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nemor 7 Talun
1989 tentang Peradilan Agama, menvatakan: “Pengadilan Agama bertugas
dan berwenang memerikss, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat
pertama antarg erang-orang vang beragama [slam di bidang: . Perkawinan
L Penjelasan Huruf a Pasal 49 ini, antara lain, menvatakan: “Yang
dimaksud dengan “perkawinan® adalah  hal-hal vang diatur dalam atan
berdasarkan  undang-undang  mengensi  perkawinam vang  berlaku  vang
dilakukan mepurut svari'ah, antara Jain: v pada batic 200 menvaiakan:
“Penetapan asal-usul  seorang anak  dan penctapan  penguangkatan  anak
berdasarkan hukem Islam.”

Direvisinya  undang-undang teneang  Peradilan . Agama ini maka
memberikan kewenangan bary pada Pengadilan Agama untuk memberikan
pengesaban penganghkatan anak, Denpan Laty lain, pelaksanaan penpanpkatan
anak saat ini dapat dilakukan pada dus fembaga peraditan, vakni pengadilan
MNegeri dan Pengadilan Apama.

Dalam pelaksansan pengangkatan anak inj pastinva masing-masing

peradilan ini mempunyai tata car vang berbeda. Adanva dun peradilan yang

' Pasal 49 Lindang-undang Nomer 3 Tahun 2004 tentang perehabun Lndang-undiang

Samar 7 Tabun [989 tentang Peradilan A zama, selengkaprva Berbuny i

“p

engadilan Apama bertugas dan berwenang memeriksa, memiens, dan menyvelesaikan perkara

tingkal pertama aniarn orane-orans vang beragmma [slam i bidang:
= b = -t =

|
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Perknwiinen;
Winris:

Witsiat;

Hibah;

Wakaf:

Aakar;

fnlig;

Shiadagah; disn
Ckonomi svar ah.”
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PENUTUP

Ay hesimpulan

Masih adanya pengangkatan anak antars orang vang beragan Lslam Vi
dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbary dikarcnakan masih adanya
orang slom vang belum mengetabuai balwn setelab diundangzkannya 1717
Me. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
Pekanbary berwenang memberi penetapan pengangkatan anak bagi umat
Fslam dengan tGdak menutup kemungkinan penpangakatan anak antar
arang [slam ini juga dopat dilskukan di Pengadilan Megeri Pekanbaru
karena pengadilan Negeri masih berwenang memeriksa dan memberikan
penctupan pengangkatan anak.  Kemudion adanva omngz  Islam vang
mengmginkan dan suka Kepada akibat hukwm vang ditimbulkan oleh
pengangkatan anak  secara hukum perdatn melatui Pengadilan Meperi
Pekanbaru.

Pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan oleh

sebagian orang tdak lain untuk menyambung  keturunan dan sebay

AR
pewaris harta bendanya kelak disamping tujuan kemanusizan. Tujuan vang
tdak jauh berbeda juga diharapkan dengan mengajukan  permohonan
pengangkoan anak melalui Penpadilan Agama Pekanbarin, hanyva saja

anak angkat sebagai penyambung kelurunan dan pencrus harta warisan

tidak  diperbolehkan dalam hubkanm Lslan, Pengadilan Agamz dalam

i
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